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Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa. Pemerintah Desa wajib Menyusun Perencanaan
Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan Pembangunan Kabupaten

Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf
a terdiri dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa untuk jangka waktu
6 (enam ) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes) untuk jangka
waktu 1( satu ) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKPDes) Desa Jatidrojog Tahun 2021

Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambqhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomer 47 Tahun 2015 Nomer 157 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717;

Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambqhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomer 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik lndoqesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomer 5694); sebagaimana telah
diubahmmmmmmwmﬁnlahNomeraTahunNW(LembaranNmm
Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomer 57, Tambahan Lembaran Negara
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F;epublik Indonesia Nomer 5864);
eraturan Menteri Dalam Nege;i Nomor : 111
! . : Tahun 2014, tentang Pedoman
‘2%(;5 peraturan di desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 3014 Nomor
Perahljran Menteri Dalam Negeri Nomor : 1
l - 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan
Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

f;eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014, tentang Pedoman
2(t;g;t)).angunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang ggedoman Kewena'ggaasn
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturpn Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Repub{ck Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Terib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan
pengelolahan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desal( Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :
organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2016, tentang pengelolahan
blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

aset desa ( Berita Negara Repu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2016, tentang kewenangan

desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016, tentang penetapan dan

penegasan batas desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016, tentang badan

Permusyawaratan Desa desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 89);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2017 tentang Penetapan prioritas

Republik indonesia Nomor 19 Tahun
penggunaan dana desa tahun 2018 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1359);
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah
2015 nome 3)

Kabupaten lamongan tahun
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
lamongan tahun 2016 nomer 3)
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang
/Jasa di Desa.(Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 19)

r 22 Tahun 2015 tentang Pedoman

Peraturan Bupati Lamongan Nomoi
Pengelolahan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015

Nomer 22) . .
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun

2015 Nomer 34) )
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis
Penbentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015
Nomer 41) :

PemhraneupaﬁummanNomorQTahunmsbnmmihaIkepda
Desa(MaDMkabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 42)

84 Tahun 2015, tentang Susunan
( Berita Negara Republik Indonesia

-‘L‘-L-\ﬂﬂn_.".‘. gL



25 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tent
' ang Pedoman

g gg%u;gnmaenr §8TK pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2016 tentang P
peraturan Qupali nomer 52 tahun tentang 2015 F’enghaz:,ilal?g Tet::;,J t}a\?rzgn;';is
dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa d'i
lz(g)bupaten Lamonagn (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomer

27 P_eraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman pemberian
hibah dan bantuan sosial yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja
daerah (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomer 35)

28 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 fentang Pendinan,
pengurusan, dan pengelolahan serta pembubaran badan usaha milik desa (Berita
Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 21)

29  Peraturan Desa Jatidrojog Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatidrojog 2020-2025

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIDROJOG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN DESA JATIDROJOG TENTANG RANCANA KERJA PEMERINTAH DESA

( RKPDes ) DESA JATIDROJOG TAHUN 2022

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

10.

1.

12.

Desa adalah Desa Jatidrojog Kecamatan kedungpring Kabupaten lamongan ;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring
Kabupaten lamongan ;

Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh pemerintah Desa dan BPD
Desa Jatidrojog Kecamatan kedungpring Kabupaten Lamongan

Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten lamongan;

Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
Desa Jatidrojog Kecamatan kedungpring Kabupaten Lamongan ;

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi unsur sekretariat, pelaksana

wilayah, dan pelayanan teknis lapangan ;
Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD Desa Jatidrojog

KecamatanKedungpring Kabupaten lamongan;

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh KepalaDesa Jatidrojog Kecamatan
kwdungpring Kabupaten lamongan sebagai penjabaran dari Peraturan Desa;

Keputusan Kepala Desa Jatidrojog adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa Jatidrojog
dalam melaksanakan peraturan Desa Jatidrojog;

Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa Jatidrojog Kecamatan Kabupaten
lamongan yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Desa dalam membiayai kegiatan
pemerintah desa;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa Desa
Jatidrojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yang merupakan rencana operasional
tahunan dan programumum pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa yang
dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung perkiraan batas
twﬂ&mﬁmmymghausdbapaidandlldnbagimmmaMumpemﬁaanwaswﬁnggi
pengeluamnyangdﬁaksmakm;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah
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dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring
Kabupaten lamongan;,

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjulnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten
lamongan;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD,
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa,

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyaraka;

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus,
Visi adalah Gambaran tetang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;

Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara
efektif dan efisien

BAB Il
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA
Pasal 2
RencanaRKP-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan RPJM-Desa dan
aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD.
Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada
pemangku kepentinganya itu LPMD, LK, PKK-Desa, KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan
sebagainya.
Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbangdesa untuk
mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa.
Jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang
LPM, lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan
MusrembangDesa membahas RKPDesa.
Setelah dilakukan Musrenbangdesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka
pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripuma yang dihadirioleh BPD dan pemenntah desa
serta LPM dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan
RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka
Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan
dalam lembaran desa;

BAB Il
SISTEMATIKA RKP-DESA TAHUN 2020
Pasal 3
Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (RKP Desa) disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB |. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Tujuan dan Manfaat
1.4. Visi - Misi Desa
BAB |I. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
2.2. Kebijakan Belanja Desa
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB III. POTENSI DAN MASALAH
3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
3.2. \dentifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa




3.4. |dentifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
BAB V. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

4.2. Program dan kegiatan Skala Kecamatan/Kabupaten

4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang
BAB V. PENUTUP

Pasal 4
Isi dan uraian RKPDesa tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 selengkapnya seperti tersebut
dalam lampiran keputusan ini.
Pasal 5

Dalam pelaksanaannya RKPDesa tahun 2022 harus dijabarkan kedalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa (APB-Desa)

BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP-DESA
Pasal 6
. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilal-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil
keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;

. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan
pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat;

BAB V KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa

BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Dntetapkan di : Jaudrqog

Dlundangkan di Desa Jaudro|og

)
T8y e O°

0
LEMBARAN DESA JATIDROJOG Tahun 2020 Nomor 4
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BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan
desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau  dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan Berada di
Kabupaten/Kota , sebagimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah
keanekaragaman , partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat
Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui/atau dibentuk
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa
diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta
demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa , maka desa diwajibkan
menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dalam
kurun waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

RKP-Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1
(satu ) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM-Desa, hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan tahun sebelummnya , prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang
dikarenakan keadaan darurat/bencana alam . RKP-Desa merupakan satu satunya pedoman atau
acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang
selanjutnya dimasukkan dalam APB-Desa tahun anggaran bersangkutan.

DASAR HUKUM. ¢

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKP-Desa ini adalah regulasi
yang masih ada kaitannya dengan dengan penyusunan RKP-Desa. Hal ini dilakukan supaya
lapiran dari produk hukum ini tidak bertentangan dengan regulasi yang ada di atasnya. Adapun
dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKP-Desa ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Rencana Kerpa Pemerimtah Desa Tahun 2022
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan (Lembaran Negara
tahun 2005 Nomer 137), Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomer
4575,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 47 Tahun 2015 Nomer 157
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558):
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 22 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomer
5694); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2016
(Lembaran Negaran Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomer 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014, tentang Pedoman teknis
peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan
Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolahan, dan
pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 160);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, tentang Susunan organisasi dan
tata kerja pemerintah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, tentang pengelolahan aset desa (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang kewenangan desa (Berita
Negara Republik Indonesia th 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, tentang penetapan dan penegasan
batas desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang badan Permusyawaratan
Desa desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Rencana Kerya Pemerintah Desa Tahun 2022
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30.

31.

32.

Peraturan Menterl Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 135689),

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
lamongan tahun 2015 nome 3)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan tahun 2016
nomer 3)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang /Jasa di
Desa (Berita Daerah kabupaten Lamongan Th 2015 No 19)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolahan
Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 22)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 34)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penbentukan
Peraturan di Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 41)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita
Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 42)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan SOTK
pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomer 20)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati
nomer 52 tahun tentang 2015 Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan penerimaan lain yang sah
bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kab.
Lamongan Th 2016 No 29)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman pemberian hibah dan
bantuan sosial yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Daerah
kabupaten lamongan Tahun 2016 No 35)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendirian, pengurusan, dan
pengelolahan serta pembubaran badan usaha milik desa (Berita Daerah kabupaten
lamongan Tahun 2017 Nomer 21)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja pemerintah
Daerah Kabupaten lamongan 2018 (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer
22)

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas peraturan
bupati lamongan nomer 17 tahun 2016 tentang pengngkatan dan pemberhentihan perangkat
desa di kabupaten lamongan (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 43)

Peraturan Desa Kalen Nomer 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2014-2019

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT
1.3.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
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Agar desa memiliki dokumen perancanaan pamerintahan tahunan yang berkekuatan
hukum tetap

Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa

Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa lentang Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa ( APB Desa )

Sebagai bahan/dasar bagi Pemerintah Desa melakukan evalauasi pancapaian kegiatan
pembangunan dalam satu tahun anggaran

Sebagai bahan/dasar daflar kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan
Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ Kades) dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD)

1.3.2 MANFAAT

Manfaat penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP- Desa)

adalah sebagai berikut :

Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.

1
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa,

3.

4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan

Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.

program pembangunan supra desa.

. Memudahkan Pemerintah Desa dalam menginformasikan rencana dan capaian

pembangunan kepada masyarakat.

. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

PROSES PENYUSUNAN

Salah satu bagian dari perencanaan desa yang merupakan amanah Undan-Undang Nomer &
tahun 2014 Tentang Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). RKP-desa adalah
hasil penjabaran satu tahun dari RPJM-Desa tentang program dan kegiatan desa yang akan
dilaksanan pada satu tahun. RKP-Desa menjadi acuan dalam penyusunan APB-Desa tahun
sebelumnya. Sebelum RKP-Desa sudah menjadi Perdes RKP-Desa, maka desa harus melakukan
proses penyusunan RKP-Desa. Proses penyusunan ini diharapkan RKP-Desa yang akan dibuat ini
benar-benar menjadi dokumen yang dapat dipertanggungnjawabkan kepada masyarakat. Serta
usulan yang ada di RKP-Desa selalu berkesinambungan dengan dokumen-dokumen diatasnya
seperti RPJM-Desa.

Proses penyusunan RKP-Desa adalah sebagai berikut
1.4.1 Pra Musrenbang

a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa
b. Pembahasan desa yang terdiri dari; pencermatan padu indikatif desa, penyelarasan
program/kegiatan pemerintah, propinsi, kabupaten, dan hasil penjaringan aspirasi
masyarakat oleh DPRD
c. Pencermatan Ulang RPJM-Desa dan RKP-Desa
1. Mencermati skala usulan rencana kegiatan pembangungunan dan untuk satu tahun
anggran
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2. Evaluasi RKP.Desa tahun sebelumnya

3. Prioritas bidang program dan anggaran desa melalul kerja sama desa dan pihak ketiga

4 Rencana program kegiatan, anggaran desa yang dikelolah oleh desa sebagai
kewenangan penugasan dar pemeriniah, propinsi, dan kabupaten

142 Musrenbang
Dalam pelaksanaan musrenbang yang yang harus dilakukan adalah sebagai benkut,
a. Musyawarah Pembangunan Desa 1
1. Menyepakali hasil pencermatan ulang dokumen RPJM-Desa
2. Membentuk tim verifikasi sesual dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhian
b. Munyusun rancangan RKP-Desa berdasarkan berita acara musyawarah Pembangunan
desa 1
¢. Membahas dan menyepakati RKP-desa
4.3 Penetapan:
a. Tim penyusun RKP-Desa melakukan perbaikan dokumen RKP-Desa
b. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP-Desa
c. Pembahasan dan kesepakatan bersama kepala desa dan BPD untuk menetapkan Perdes
tentang RKP-Desa.

d. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020
dalam Lembaran Desa dan Berita Desa;
. Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020

ISTEMATIKA

BAB 1 : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Tujuan dan Manfaat
1.4 Proses Penyusunan
AB Il : VISI DAN MISI
B Ill : PAGU INDIKATIF
B IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
4.1 Identifikasi Masalah Pembangunan tahun sebelumnya
4.2 |dentifikasi Maslah berdasarkan RPJM Desa
4.3 |dentifikasi Masalah Berdasarkan analisa keadaan darurat
4.4 |dentifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
B VI : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
51 Program dan Kegiatan Skala Desa

5.2 Program dan Kegiatan yang dikelola melalui Kerjasama antar Desa dan Pihak Ketiga

5.3 Program dan Kegiatan Swakelola Desa yang merupakan Penugasan dari Pemerintah
5.4 Prioritas Program dan Kegiatan yang diusulkan ke Kabupaten ( DU RKP Desa )
5.5 Tim Pelaksana Program Kegiatan

V:PENUTUP
MPIRAN-LAMPIRAN
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BAB Il
VISI DAN MISI
2.1. Visi

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di
cita-citakan oleh Pemerintah Desa Jatidrojog masa yang akan datang, visi juga merupakan
alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi
predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Jatidrojog adalah sebagai
berikut

“ TERWUJUDNYA DESA JATIDROJOG YANG AMAN DAN SEJAHTERA SERTA
TERDEPAN DALAM SEGALA BIDANG”

Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Jatidrojog yang maju dalam
bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di
samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai
bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang
ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

2.2. Misi

Hakekat Misi Desa Jatidrojog merupakan turunan dari Visi Desa Jatidrojog Misi
merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan
tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Jatidrojog merupakan penjabaran lebih
operatif dan Visi.

Misi adalah merupakan pernyataan yang mengarahkan tujuan dan sasaran desa
yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang
harus diemban oleh pemerintah desa. Untuk mewujudkan visi desa tersebut diatas, maka
Pemerintah Desa Jatidrojog menetapkan Misi sebagai berikut :

Untuk meraih Visi Desa Jatidrojog seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan
mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusuniah
Misi Desa Jatidrojog sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan
ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga
masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi,
dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.

3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan,
perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.

4. Menata Pemerintahan Desa Jatidrojog yang kompak dan bertanggung jawab dalam
mengemban amanat masyarakat.
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5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius

6. Mencar dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.

7. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja
sama denga HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.

8. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.

9. Bersama dengan Dishutbun didalam Melestarikan Lingkungan Hidup

Mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan
dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan
intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).
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Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN,
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BAB I
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan
pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan
perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana
Penmbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten,

Kebijakan Pendapatan Desa

Pada Tahun 2020 pendapatan Desa Jatidrojog sebesar Rp. 1.499.351.800,- atau naik 0,87 % dari target
pendapatan desa tahun 2019. Realisasi pendapan desa yang kurang dari target yang ditetapkan dalam
'RKP Desa Tahun 2020 terdii dani pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa,
Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain lain dan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang
elah ditetapkan terdin dari pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan
ransfer dan Pendapatan Lain lain

B AL SR

11 Pendapatan Asli Desa 78.750.000 PAD

1111 Hasil Usaha Desa -

1 [1]1] 9 Bagi Hasil BUMDes

11§10 2 Lain-lain Hasil Usaha Desa

111]2 Hasil Aset Desa 78.750.000

111]2]1 Pengelolaan Tanah Kas Desa 78.750.000

1 (121 |1 Sewa Bengkok 78.750.000

| 2| 2 Lain-lain Hasl Aset Desa

1013 Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong B

111131 Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

1/1]3]| 2 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
2 Pendapatan Transfer 1.159.800.000

1121 Dana Desa 726.480.000 DD

1/2|2 Bagian dari Hasil Pajak & Ritribusi Daerah Kabupaten/Kota 29.729.800 BHP
2|3 Alokasi Dana Desa 278.590.200 ADD
2|4 Bantuan Keuangan 125.000.000

1 (2|41 Bantuan Provinsi Jawa Timur - | BKPD Prov

1 (2[(4] 2 Bantuan Kabupaten Lamongan 125.000.000 | BKPD Kab
3 Lain lain DLL

w

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke Tiga




2.2. Kebijakan Belanja Desa

_2 unnmmmwmuu 387 .070.000
21 Penyelenggaran Belanja Siitap, Tunjangan dan Op ,
b Pemaerintahan Dosa g
2 V)11 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa o—"
6 R R ) Penghasian Telap Kepala Desa = L -
W X T ) Tunjangan Kepala Desa 2 T, 3 73?!@_}‘ _BHP l'
2 [ V{72 || Ponyediaan Penghasian Tolap dan Tunjangan Peranghat Desa | 2'!991299*- i
2 [ 11 2 | 1 || Penghasian Tetap Porangkat Desa 196568800 | ADD |
2 [ 11 2| 1 | 1] Penghasilan Telap S Desa 26,694 000 | —
2 [V [ 1| 2 | 1 |2 Penghastan Telap Kaur Keuang 24.206, 400 | ]
2 1 1{1] 2] 1 ]3| Penghasilan Tetap Kaur Umum dan Perencanaan UZBAD | }
2 [ 1 [ 1| 2 | 1 | 4| Penghasian Tetap Kasi Pemerintah 24.296 400 | |
2 [ 1] 1] 2| 1 |5 Penghasian Tetap Kasi Kese} 47640 | ]
2 [ 11 2 | 1 [ 6| Penghasiian Tetap Kasi Pelay 2426&4001l 1}
2 | 1| 1| 2 [ 1 |7 Penghasiian Tetap Kepala Dusun Drojog - |
2 [ 1 1] 2 | 1 | 8] Penghasian Tetap Kepala Dusun Jal 426400 | |
2 [ 111 2] 1 | 9] Penghasian Tetap Kepala Dusun Janggol 242665400 % l1
AEREREE R Tunjangan Perangkat Desa 21302400 | BHP |
2[1]1]2]2]1] TunjanganS ris Desa 2.990 400 |
2 1[1] 2] 2|2] Tunjangan Kaur Keuangan 2616.000 1
2 [1]1] 2] 23] Tunjangan Kaur Umum dan P 2516000 1
2 [1]1] 2] 2|4/ Tunjangan Kasi Pemerintahan 2616.000 | |
2 1] 1] 271 2|5/ Tunjangan Kasi Kesejahteraan 2616000 | |
2 | 1]1] 2] 2|6 | Tunjangan Kasi Pelayanan 2.616.000 | \
2 [ 1]1] 2] 2|7 [ Tunjangan Kepala Dusun Drojog - |
2 1]1] 2] 2|8 Tunjangan Kepala Dusun Jati | 2.616.000 |
2[1]1] 2| 2]|9] Tunjangan Kepala Dusun Janggol | 2616.000 |
1 |
201141 3 ::zdlun Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat \ 12448128 ADD \
7 T O BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 10.996.704 | |
2 [1]1] 3] 1|1 BPJSKesehatan Kepala Desa | 1.440.000 | |
2 [1]1] 3] 1| 2] BPJSKesehatan Perangkat Desa 9556.704 | |
|
24 [9] 3 ]2 BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1451424 | |
2 [ 1]1] 37 21| BPJSKetenagakerjaan Kepala Desa 161.269 | "
2 [ 111] 3] 2|2 BPJSKetenagakerjaan Perangkat Desa 1290.155 | |
| ]
2 [1[1] 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 6.000.000 | ADD 1
2 [1[1]4]1 Alat Tulis Kantor 1.900.000 1
gi]E 4572 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.700.000 |
HEIENE Belanja Jasa Langganan Listrik 2.400.000 |
1
1 5 Penyediaan Tunjangan BPD 5900.000 | ADD |
t1418] 1 Tunjangan BPD 5,900,000
1)1 Penyediaan Operasional BPD 4.000.000 | ADD
: L T - | Operasional BPD £000.000
Lo ) M 2 3 Belanja Pakalan Seragam
101 Penyediaan Insentif/Operasional RTIRW 4950000 | ADD |
111 1 T
s 4200000
1 7 Insentif
A : i 750.000




~

Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Paranghat

111
| i Desa Dari Pengelolaan Tanah Bangkok THIo m i
2|V |1]1%] 1 Penghasian Tambahan Tunjangan Kepala Desa 38 000 000

2 1]1]%0]?2 Penghasian Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa 11,700,000

211|903 Panghasian Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan 4 150,000

2[1]1]|%0]4 Penghasian Tambahan Tunjangan Kaur Umum dan Parencanaan 4.150 000

AR Panghastan Tambahan Tunjangan Kasi Pe h 4,150,000 s

2[(1[1]|%]6 Penghasian Tambahan Tunjangan Kasl Kessjahteraan e SRR | S

AEIERED K Penghasian Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan 4,150,000 .

2 | 1]1]%/8 Panghasilan Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Drojog o i ——.

2(1[1]9%0[9 Penghasilan Tambahan Tunjangan Kepala DusunJatl 4,150.000 -

2[1]1]%0]10 Penghaslan Tambahan Tunjangan Kepala Dusundanggol | 415000

REERED 4 I* . TEETNES ] L G S 2500000 |  ADD

2 [1]1]s3]1 Alat Tulls Kantor 1.750.000

2 f 1 [ 193] 2 | | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 750,000

2[1/1]s ional PKK 2500000 | ADD

2 [1]1][95]1 Alat Tulis Kantor 2.000 000

2 [1]1]9s5]2 Belanja Barang K I (Makan/Minum) 500,000

2 1[1]9 Operasional Karangtaruna 1100000 | ADD

2 |1]1]9] 1 Alat Tulis Kantor 150.000

2 |1]1[9%6] 2 Belanja Khusus Olahraga 950.000
1/2 Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 6.072.672

2 |1]2] 1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 6.072672
il [ Belanja Printer 4689400 | BHP

R 1424|172 Belanja Almari 1.383.272 ADD

Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan,
13 Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan ) s
1/3]2 Peny Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa 25.000.000
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,

2 1|4 Keuangan dan Pek 5.250.000
1144 :;w;um Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan 875.000 ADD
11412 Penydemnan Musyawaran Desa 875000 | ADD
1]4] 3 y Dokumen Perencanaan Desa RKPDesa 875.000 ADD
1/14| 4 Penyumm Dokumen Keuangan Desa 2.625.000 ADD
14|95 Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa OLL
14|91 Pengisian, Pengangkatan Kepala Dusun Drojog
2|2 Sub Bidang Kesehatan §5.919.000
2(2]2 Penyelenggaraan Posyandw/Stunting 37.770000 | DD
2:l:2: 1201 PMT Balita Stunting 6.000.000
2(2|2]2 PMT Ibu Hamil KEK/Anemia 1.800.000
Z| 2]:20]'3 PMT Posyandu 4.500.000
2(2(2 |4 Pertemuan Klas Ibu Hamil 1.200.000
2|2|12]|5 Pertemuan Klas Balita 1.020.000
2|2|2]|6 Insentif Operator KPM 1.800.000
2:1:25] 72 |7 Insentif Kader Posyandu 4.500.000
2|12(2 |8 Cooking Klas 2.250.000
2|2]2]|89 Stadio Meter 4.000.000
2(2|2 (10 Timbangan Digital 900.000
2|22 |1 Timbangan Digital Bayl 3.000.000

|2]2]| 2|12 Alat Periksa Laboral Sederhana 4.800.000
2|22 |13 HP Operator KPM 2.000.000
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2l2]0] 0] | menene o |
| } | | | ) < !
':‘:lo”x‘ ,“"""W umnml |
) | ) ) ad ana {
3] 1 || 5 Bdeng Pekadean U dan Panetaen Rusng 177 04 000 |
1EIE J | WMW Iohan | tmaha a2 400 00N on
4. 4.4 {4 190 1
*"¢‘1 3 | | | Pengerasan Padel Jeten Usshe Taed Dun Joi 52 400 000 —
4 - - - |
)| _" 1 : 1WWMW 1% 000 o ARPD K
| Komaty wr b atan — —
? I JENE Prrmbangunan K artoe (mas 73,000 000 |
\ | . - - . /|
e 1 b o Tombok Penshan Taneh smmmmof PO Kb
il ('PT) = = -
7‘;3290"‘: TPT Jatan Poros Dwsa %z%t i
23[90 1 | 1] Upsh Tenaga Kega J 12900000 S
23[9 | 1 | 2| Baten BakuMstera 7 i A Smeel 00|
2 \190 1 | 3| SewaPeraian % il J000 |
FEILIEREN L TV ST e | See———
l —_ e e e e e e - ——————
slsl® ermrm so0mow | 0o
(23|90 2 TPT Jalan Lingkungan Dsn. Jat 50 000 000
1239 2 | 1] UpahTenaga Keqa 12.980 000 ]
(23[90 2 | 2| Bahan BakuMaterial 33.720.000
23] %0 2 | 3| SewaPeralan 300,000 g
2/3/9 | 2 | 4| BiayaUmum 3,000 000 |
|
Pembangunan/RehabilitasvPeningkatan |
213 Sarana Prasarana 199 966 000 oo 1
2[3[92] 1 Pembangunan Gedung Olahraga 199.995.000 !
23[9 1 | 1] Upah TenagaKerja 41.980.000 1
23|92 1 | 2| Bahan BakuMaterial 149.977 800 i
2[3|92]| 1 |3 | SewaPeralan 500.000 |
2/3[92| 1 |4 | BayaUmum 7.537 400 ]
]
2[4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman -1 DD i
16 Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan Sistem Pembuangan Air x !
Limbah |
2(4|16] 1 Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Dsn. Jali - ]
2|5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 8.680.000 DD
21513 Penghijauan/Pelestarian Lingkungan Hidup 8.680.000
2{5/3 |1 Belanja Bantuan Bbit Tanaman 8.337.200
2151312 Biaya Umum 342800
206 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 14375000 | DD
2/16]3 Pengelolaan Jaringan Inlemet Desa 14.375.000
2|16/31]1 Belanja Jasa Langganan Intemel 6.000.000
2|16[/312 Belanja Insentif Operator Siskeudes 7.800.000
2|6/3]3 Biaya Umum 575,000
402 Sub Bidang Pertanian dan Pelermakan 79911000 | DD
4(2]1 Normalisasi Saluran Ingasi 79.911.000
4|7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 9000000 [ 0D
(417 (9 Pelatihan Usaha Ekonomi dan Perdagangan 9.000.000
3(7]91]1 Bahan-bahan Pelatihan 6.140.000
3({7]91]2 Aal-alal Pelatihan 2.500.000
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| Biaya Umum 360.000 »
|
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURA
MENDESAK DESA s ey
Sub Bidang Nnmw:lmgm Bencana 65?(!) @7
Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana Pandem| COVID-19 65000000 |
| Sub Bdang Keadaan Darurat i S . j_ =
| Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) — =
Sub Bidang Keardaan Mondesak | aamoow |
Bantuan Langsung Tunal Dana Desa (BLT-DD) = 241200000 |

~ ===

WIN | -

NN




BAB Il
POTENSI DAN MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan
oleh intemal Desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan,
kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang lerjadi akan semakin besar manakala
tidak pemah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat
signifikansinya secara partisipalif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara
masyarakat secara tidak langsung menghambat efeklifitas dan efisiensi perencanaan program
pembangunan yang pada akhimya menimbulkan in-efisiensi anggaran.

3.1, IDENTIFIKAS| MASALAH PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian
antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2020 dengan

implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa
catatan masalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa
A. Keberhasilan

1. Pembangunan Fisik

1.1, Terbangunnya Rabat Beton Jalan Poros Desa (Dana Desa)
1.2.  Terbangunnya Pagar PAUD/TK (Dana Desa)
1.3. Terbangunnya Gedung Olahraga (Dana Desa)
1.4. Terbangunnya Rabat Beton Jalan Poros Desa (BKKPD)
1.5.  Terbangunnya TPT Jalan Poros Desa (BKKPD)
1.6. Rabat Beton JIn. Lingkungan Dsn. Jati RT. 06

B. Kendala dan permasalahan
Seluruh pembangunan dapat diselesaikan sampai 100%, namun masih diperiukan perluasan
kegiatan untuk tahap berikutnya, antara lain :
. Rehab Kantor Desa
Gedung Olahraga
Rabat Beton Jalan Lingkungan Dsn. Janggol
Rabat Beton Jalan Lingkungan Dsn. Jati
Rabat Beton Jalan Lingkungan Dsn. Drojog
Plengsengan kanan kiri Jalan Poros Desa
Pavingstone Jalan Lingkungan Dusun-dusun
Gedung Polindes yang sudah rusak

L R

2. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari APBD dan APBN
A. Pembangunan Fisik

1. Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan

B. Kendala dan permasalahan

Pada dasamya seluruh pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya telah berjalan
sesuai, namun karena pengusulannya secara bertahap, maka masih banyak program kegiatan
yang belum tuntas, antara lain :

. Rehab Kantor Desa yang belum terselesaikan

Pembangunan Gedung Olahraga

Rabat Beton Jalan Lingkungan Dsn. Janggol belum terselesaikan
Rabat Beton Jalan Lingkungan Dsn. Jati belum terselesaikan

Rabat Beton Jalan Lingkungan Dsn. Drojog belum terselesaikan
Rabat Beton Jalan Poros Belum terselesaikan

3.2, IDENTIFIKAS| MASALAH BERDASARKAN RPJMDes

e

o



Berdasarkan Peraturan Desa Jatidrojog nomor 4 Tahun 2014. tentang RPJMDes Desa
Jatidrojog  pada tahun 2020 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah

Pengembangan wilayah masalah Ekonomi dan masalah Sosial budaya. Secara rinci permasalahan
tersebul adalah

MASALAH BERDASARKAN RPJMDes

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a. Disiplin perangkat masih rendah
b. SDM Aparatur Pemerintah Desa masih rendah
c. Penyebaran informasi kepada masyarakat belum optimal
d. Pembangunan Kantor dan Pendopo Desa yang masih belum terselesaikan

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana TK belum memadai
Sarana dan Prasarana air bersih belum memadai
Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih
Kurangnya sarana sanitasi dan drainase
Pelayanan polindes kurang memadai
Kelompok posyandu kurang berfungsi
Rusaknya jalan poros Desa ke arah Desa Kandangrejo
Belum ada saluran pembuang (drainase) di kiri dan kanan jalan
Gorong-gorong di Dusun —Dusun banyak yang rusak parah
Rehab Kantor Desa belum selesai
Sarana irigasi sebagian besar masih non teknis
Debit air pertanian sangat kurang di musim kemarau
. Masih terdapat jalan tanpa perkerasan (jalan tanah) pada jalan lingkungan dusun
Jalan Poros Desa banyak yang rusak

S3-FTTSO Q0O

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rendahnya kesadaran pendidikan agama di masyarakat

Kurang kompaknya pemuda, sehingga sering menimbulkan konfiik

Kurangnya alat kesenian hadrah di 3 kelompok

Budaya asli kurang diminati pemuda

Masih banyak kebiasaan cangkruk, mabuk di kalangan pemuda, akibat menganggur
Tidak tersedianya sarana olah raga yang memadai

~oaoow®

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

. Banyak warga yang tidak punya pekerjaan/penghasilan tetap
Hasil pertanian kurang maksimal
Pembelian pupuk sangat sulit
Masih banyak warga yang tidak memiliki keterampilan/skill
Kurangnya modal bagi usaha kecil
Banyak usaha kecil yang masih sulit mengakses pinjaman

~oaoow®

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA

RKP Desa sebagal satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses
penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari
evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya
serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-
benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka
mmmkmbaodmmdard\mebkﬁfmwmmwm
mmmmmasmmdﬂulmmmm
mmwmmmmmanyamwwmummm
anmmnmuummummmmnmmuwmmMMmmmmmmummm
kesehatan masyarakat.




3.4 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagal permasalahan yang muncul
secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila lidak segera
diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Desa
dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah menDesak yang harus
secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:
a. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk ronda malam,
b Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakal yang sakit, karena jarak tempuh dari
lokasi ke sarana kesehatan jauh,
¢ Disaat musim penghujan banyak Pekarangan yang terendam air
d. Jalan Poros Desa masih rusak
. Air Sungai sering meluap dan merusak tanaman dan rumah warga
f  Saat musim Kemarau kekurangan Air Bersih

,-‘;‘



BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA DESA

Prioritas program dan kegiatan
pembangunan Desa Jatid disusun

;):;.i Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada rumusan priofitas mag;? gh?ma pﬁor:;z‘o;::
o 'oqualan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan

it untuk n\enungwkm kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia sera
g?::ar:ggulaong:n kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

ana a, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber

lingkungan secara berkelanjulan e T

411 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Prioritas program pembangunan skala Desa merupakan program pembangunan yang
sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat divkur dan
ketersediaan anggaran Desa, kewenangan Desa dan secara teknis di lapangan Desa
mempunyal sumber daya.
Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022 adalah -
1. Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
a. Pembentukan Tim Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan
Penanggungjawab pelaksana pembangunan Desa
b. Pembinaan Perangkat tentang Tupoksi dan Peningkatan SDM
¢. Penganggaran kegiatan PKK Desa, RT/RW, LPM, Posyandu dan Kepemudaan
d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
2. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan
Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
b. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dif)
¢. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDsa/RKPD&sa dif)
d. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan

oo

4172  Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
Prioritas Rencana Pembangunan di Desa Jatidrojog tahun 2022 masih di titik beratkan
dibidang Infrastruktur Sarana dan Prasarana terutama Sarana dan Prasarana Jalan Poros
Desa dan Jalan di Lingkungan Dusun-dusun, karena baik jalan Poros Desa maupun Jalan di
Lingkungan Dusun-dusun masih kurang memadai / banyak yang rusak
Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022 adalah :

a
b, Pengembangan lenaga kesehatan Desa,

c. Kegiatan Operasional Mobil Sehat : ' .
d. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)
“

Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polin
binaan Posyandu melalui layanan gizi untuk balita;
desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan

" indikasi kegiatan :
":" o abimaslPeningkatmlPemerasan JJi:!?n mum
.Panbmounm/Rohabil'W' - .
2. Pembanguanembok Pmmeauwangs«\gmma\kmplanmoesa.
d. Rehab Kantor Desa |
WMWimswaww .
3 Wlmmwmwm.mwwm.
' wﬂh’aan‘ pemukiman; .
:: wommwmmmmmm.
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414,

Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dengan indikasi kegiatan

a.  Pembangunan sarana dan prasarana air bersih berskala Desa;

b.  Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan;

¢.  Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Desa;
Rehabllitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan,dengan indikasi kegiatan :

a. Raehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih berskala Desa;

b. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan;

¢. Rehabllitasl / pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Desa.
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dengan indikasi kegiatan :

a. Rehab Gedung TK

b. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini,

Pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan keagamaan, dengan indikasi
kegiatan :

a. Pembangunan rumah Ibadah,
b. Pembangunan jalan makam Desa,
¢. Pembangunan lapangan Olah Raga;

Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana sosial budaya dan keagamaan, dengan
indikasi kegiatan :

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan rumah ibadah;
b. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan makam Desa;
c¢. Rehabilitasi/Pemeliharaan lapangan Olah Raga
9. Pengembangan usaha ekonomi produktif, dengan indikasi kegiatan :
a. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
b. Penguatan permodalan BUM Desa;
10. Pelestarian Lingkungan Hidup, dengan indikasi kegiatan :
a. Penghijauan Lahan;

6

Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Rencana prioritas kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, diutamakan pada
peningkatan kegotong royongan dan toleransi beragama

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021 adalah
Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan :

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban;
Penyelenggaraan Pendidikan Gotong Royong;
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
Pembinaan Lembaga Adat;

D h 0o N9 =

Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

(Menguraikan rencana prioritas kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.)

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021 adalah
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan : Pendidikan,
Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan
Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa, dengan indikasi kegiatan
a. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
c. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Perempuan;
c. Peningkatan Usaha Ekonomi Desa, dengan indikasi kegiatan :
a. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian dan Perdagangan;
b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun
oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
d. Peningkatan Usaha Kesehatan Desa, dengan indikasi
a. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat



b. Sarana Prasarana Posyandu '
c. kegiatan Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

5. Pengembangan Sosial Budaya Desa, dengan indikasi kegiatan
a. Pengembangan seni budaya lokal,
b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan
lembaga adat;

42 PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA KECAMATAN/KABUPATEN.

Prioritas ram pembangunan skala antar Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan
kegiatan geﬂgbangu‘:\ean yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Jalidrojog, tetapi pemerintah
Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara pefatprar!
perundangan bukan kewenangan Desa, Kedua, secara pembiayaan Desa tidak mampu membuayau
karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Desa tidak tersedia secara
mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. . '
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan lersebut akan dibawa melalui forum
musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peseria
Desa Jatidrojog yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

4.21. Lampu Penerangan Jalan Umum
4.22. Pengeboran Sumur P2AT
423 Pembangunan Jembatan antar Desa

PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG

Rencana penggunaan keuangan Dana Desa pada Tahun 2021 digunakan antara lain
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Pengadaan APE PAUD dan TK

Rehab Gedung TK

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga
Kegiatan Operasional Mobil Sehat

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)
Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Desa

Pembangunan Rabat Beton Jin. Lingkungan lokasi di Dusun Janggol
Pembangunan Rabat Beton JIn. Lingkungan lokasi di Dusun Jati
Pembangunan Rabat Beton Jin. Lingkungan lokasi di Dusun Drojog
Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup

Pengelolaan jaringan intemet desa

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian (PKT)
b. Pelatihan Usaha Ekonomi / Ketrampilan Tata Boga

*x— O "0 Q0o

3. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
a. Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana
b. Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)

Rencana penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun 2022 digunakan antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a. Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa



Penyediaan Jaminan Sosial bagl Kepala Desa dan Perangkat Desa
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Penyediaan Tunjangan BPD

Penyediaan Operasional BPD

Penyediaan Insentif/Operasional RTRW

Penyediaan Premi Asuransi Kepala Desa

Operasional LPM

Operasional PKK

Operasional Karangtaruna

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

2. Bidang Pembangunan yang digunakan untuk Rehab Kantor Desa

— O 0 Qa0

Rencana penggunaan keuangan Baglan Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten pada Tahun
2022 digunakan antara lain :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

a Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

Rencana penggunaan keuangan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKPD) Kabupaten Lamongan
pada Tahun 2022 digunakan antara lain :

1. Bidang Pembangunan yang digunakan untuk :
a. Pembangunan TPT Jalan Poros Desa

b. Pembangunan TPT Jalan Poros Desa

¢. Pembangunan Jalan Rabat Beton

medmkmmmd&mmmoesaymgarmwkmmmmmm
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Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2022 terdin dari -

RmangmKegmamAmgamDesayamdmeblaothesasebagaKmumummdm
mmm,mmommw,amwmwm

PﬁoﬂtasKegiamDesayaudkeuaMddeujaSanamDesapadamnmwm:

' Mapunmudm.jenskegm,bkasi.m.sasam.mwmmﬁayadmm

am.pohpd&smam,sammmpeldsmakegidmdlasdkmdmmmm
pada lampiran dokumen RKP Desa ini.
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BAB v
PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan Do
sejauh mana komitmen d Qunan

an kons; ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh
membangun desa. Keberhasi| *tens! pemerintanan dan masyarakat desa saling bekerjasama
perencanaan, pelaksanaan ~" Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dar
keberlangsungan pemban saniwpa. pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin
sama lain akan mudah S Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu
Muncul  manakala . :

masyarakat tidak memadai seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi

Diharapkan

K butuh: W Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi
pada e' : N nil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju
kemandinan desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan ya

arakat des: ng dapat dengan mudah diakses
e el dharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa
teranggarkan secara proporsional.

Di Tetapkan di  : Jatidrojog
Pada Tanggal : 22 September 2021

I Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022



J

BADAN PERMU
8
OESA JATIDRG Jog'::Man DESA

(BPD)

AMATAN KEDUNGPNN
S KABUPKTEN U'K)NGAN
Mgt Jolan ¢ 0long Nnynnq Nomor 01
KEPUT us

AN BADAN Pt RMUSYA

WARATAN SA JATIDROJOG
CAMATAN KE DUNGPRING ’ :
NOMOR mw; 1413

9.306.06.1/20721
KESEPAKATAN BERSAMA

Menimbang

Mengingat

ATAS Ran TENTANG

- o CANGAN PERATURAN DESA JATIDROJOG TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINT A N DESA (Rkp ’ ;
TAHUN 2027

Desa)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIDROJOG

. bahwa untuk mela

ksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
tentang Desa, Pemerintah Desa wajib
desa Sesuai dg

menyusun perencanaan pembangunan
"9an kewenangann

ya dengan mengacuy pada perencanaan
Pembangunan Kabupaten;
ahWa perencana

. an pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada hurf a,

terdiri dari Rencana Pemban Menengah Desa untuk jangka waktu 6
Rencana Kerja Pemerintah

(satu) tahyn yan

sarkan pertimba
menetapkan Peraturan

Desa Jatidrojog Tahun 2022

Undang-Undang Nomor : 25 tahyn 2004
Pembangunan Nasional (Lem

epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor 4421),
Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuapEa‘n Anla(;
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubh .ndonestm
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4438);

tentang Sistem Perencanaan

; Negara Republik
-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran ) ~
lggg:gsgiau?da?lu% 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
g 4 tentang Peraturan Pelaksanaan
Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 ten ng '
Ee?at:ra—rlBMang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara i;:put:;‘t
it Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negarzla: p\:‘ »
Indones:: Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Pe_ral|uran mﬂomor
lr‘r:gfo;‘r::s“ Tahun 2015 Nomer 157 (Lembaran Negara Republik Indonesi
5717,

Dana Desa yang bersumber
intah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang ik
Perstins Pemnerg\el:dapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara %Z:‘Gﬂ'm
o Anggamh n 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negaf?: e
Indonesia Ta '-'r. 5558); sebagaimana telah diubah dengan _Petaturanzms i
Indor lzazrgr?:n .2015 (Lembaran Negarg6 F;‘e)pusbeltag\:;ma&:hh\;? it
Nomer Negara Nomer 5694); : s
88, Ttambag:‘r:‘l.;rei:::ha';“mergs Tahun 2016 (Lembaran Negaran Repuplik Indones
Peraturan

i ia Nome
Negara Republik Indonesia

57, Tambahan Lembaran

5864);



Peraturan Me
peraturan di d:l:: (‘:}ﬂ;am Negert Nomor : 111 Tahun 2014, tentang Pedom
Peraturan Me fita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
Keuanga‘:\ ml?%?mm Negeri Nomor : 113 Tahun £U04

sa ( Borita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)

Peraturan Menteri Dalam N
P egeri Nomor : 114 Tahun 2014, P
}}::‘;:’3’;?\”";:3::8 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 ¢ 2094).
SO dereua Homor | Ten Daeran Tortngdel, L0 an
berdasarkan Hk A‘; omor 1 Tahun 2015 tentand pedoman Kewenand
, al Usul dan Kewenangan Lokal Berskal Desa ( Berita Negar
gepubluk Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
ReralU(an Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 98" '
epub!lk Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang P’ an Tata Tertib dan
?Aekanu;me Pengambilan Keputusan Musyawarah desa ( Berita
ndonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 92
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 erkang Pendirian, pengurusa’ dan
pengelolahan, dan pembubaran Badan Usaha Miik Desa( Berita Negar
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015, tentang Susunan
organisasi dan tata kera pemerintah desa ( Berita Negar@ Republik Indones
Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2016, tentand pengelolanan 3set
desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor );
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang kewenangan 0es2
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016, tent2"d penetapan dan
penegasan batas desa ( Berita Negara Republik indonesia Tahun 2016 Nomof
1038); bad
peraturan Menteri_Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016, tentand 20?‘;
permusyawaratan Desa desa ( Berita Negard Republik | Tahun
Nomor 89); e
! Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrast

peraturan Menteri 19 Tah 2013;‘ tang Penetapan as unaan
; 3 un entan
Republik Indonesia Nomor 9 hun 2017 Nomor

dana desa tahun 2018 ( Berita Negara Republik |ndonesia Ta
ran Daerah

1359);
Perat)uran Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lemba

Kabupaten 1amo

i Lamon
i oprts o ita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 22)
Tahun 2015 tentang Pe
ngan

ati Lamongan Nom:

bl ?uu:embangunan Desa (Berita Daerah kabupaten lamo

ypatl Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman
eraturan di Desa (Benita Daerah kabupaten lamongan

Nomer 41 15 tentand Pemilihan kepala
Nomor 42 Tahun 20 n

i L 2015Nomef42)

Desal L i jamongan Tahun
Maenlmta D,:nm m":m 90 Tahun 2016 tentand pedoman penyusunan
SOTK pgn?el:i'ﬂ" Desa (Beritd Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomer

LR - L i ol L ¥
L i e s cal e Rt
R A



Memperhatikan

Menetapkan

26

27

28

29

Peraturan g, all Lamon Parubahan alas
930 Nomor 29 Tahun 2016 lentang

paraturan Bupayj nomer 52 tatyn len)lranq 2015 Penghasilan Tetap, Tunjangan, da?\
benefimaan lain yang san bagi kepala desa dan perangkal desa di Kabupate
Lamonagn (Berita Dagrah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomer 29) serien
reraturan Bupay Lamongan Nomr 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Lot
?ébaf: dla)n bantuan gogj) ¥ang bersumber anggaran pendapatan dan belanja

erita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomer 35) . -
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendirian, m‘lj’)aer ah
:ag Pate | 8han serta pembubaran badan usaha milk desa (Berta
abupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 21) nan
yuren Desa Jaliog Normor 7 Tahun 2020 entang Rencana Pembangu
Jangka menengah Desg (RPJMDesa) Desa Jatidrojog 2020-2025
: s ¢ ratcaliga“
Berita acara fapat Badan Permusyawaratan Desa Jatidrojog mz‘;:gasm) Desa
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa
Jatidrojog Tahun 2022

MEMUTUSKAN : AT
MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURSESDA JATIDROJOG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP Desa)

TAHUN 2022

Pasal 1

ia Pemerintahan Desa
Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
(RKP Desa) Desa Jatidrojog Tahun 2022

Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jatidrojog
Padatanggal : 16 September 2021




RN BADAN p

RS ERMUS
';)/ DESA JAnDROJOGY: Eau N DESA (@PD)

ECAMATAN KEDUNGPRIN
Se«mpmmj?““ LAMONGAN
e 21 G0tong Royong Nomor 01

B
RANCAN(EZLTSE/:&ATTJ%’A(ESEPAKATAN BERSAMA
RENCANA KERJA PEME DESA JATIDROJOG TENTANG

RINTAHAN DESA (RKP
TAHUN 2021 e

— ik A
Nomor : 027 1Y 1413.306,06, 172021

Pada hari ini Kamis ta
i Balai idroi
perempat dénha|aslan2§§aaiagdmlog i ngpring . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa
Jandmjg?id?ojog Tahun 20922 Bz:’aa!:rgn Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa)
53 ’ ermusya idroi h
?aicangan B BT yawaratan Desa Jatidrojog mengadakan rapat membahas

Setelah melalui pembahasan bersam : ;
a | dan saran dari
masyarakat desa, Badan P Kepala Desa dan meperhatikan usul d

€rmusyawaratan Desa Jatidrojog menyatakan menyetujui rancangan
peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (gl'(og Desa)yD%a Jatidrojog Tahun 2022,

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Rencana Kena

pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Jatidrojog Tahun 2022, ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan
selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIDROJOG
Tanda tangan

1. Drs. SUCIPTO, M. Pd.
Ketua

2. M.ABDUS SUFA'AT
Anggota

3. SAMI'UN, S.Pd.
Anggota

4. PUJIANTO ALAMBARA
Anggota

5 SuPl'l
Anggota

6. BUDISETIAWAN
Anggota

7. PUTRIANDIANIK,
Anggota




PEMER
RIN
M,('lA::'A.M“' PATEN LAMONGAN
m.g/:f\\m.m NGPRING
SAJATIDROJOCG

’ ‘/ulun (
— o
ong ”U\vlﬂh' Nomuor 0] Kond
ode Pos (62272)

e
1Y

NOMOR

- ) -
8/35/KEP/A13 306 5/2021

TENTANG

i lII_M PENYUSUN
ERJA PEMERINTAH DESA
.. (RKPDESA)
DROJOG TAHUN 2021

DE
JENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIDROJOG

nimbang :© a Bah i
Me g wa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Perencanaan
Desa (RKP-

P unan
DZTat;anfang n?:r?pabek,m,,pa Rencana Kerja Pembangunan
A g:l"‘engah Desa (RPJM_DeSl:;?Jabm Rencana Pembangunan jangka
dipa‘:;azc rdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Desa) d g perlu menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Desa (RKP
engan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Jatidrojog.

1  Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ).

2 Peraturan Pemerintah Republik [ndonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang
PDCel';turan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

3 Peraturan Pemerintah Republik I
Dana Desa yang bersumber dari Angg
Negara,

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa; p

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ;

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa,

7 Peraturan Menteri Pembang

Mengingat

ndonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang
aran Pendapatan dan Belanja

¢ unan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor | Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa,

. Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan

Tata Tertib dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa,
| Daerah Tertinggal, dan

9 Peraturan Menter! o
ransmigras! Nomor ... - Tahun tentang Penetapan Prioritas

. e Desa Tahun 202....;
34 Tahun 2015 tentang

Kabupaten Lamongan NO-
Desa

Daerah
i wpaan.}l:kﬂ_rm Pelaksanaan Pembangunan




11 Perat
ran 1
“m" l.mu" N 12N
$an No [ ahun entan

" :’cnuclnlnn Keuangan [esq
2 K
: :;:‘Inh;;m awarah Desa Penyusunan RK P
Y023 Tanggal 04 Agustus 2071 i

[ abun 2022 dan DU REKP

MEMUTUSKAN

“ﬂ'd.pkln H
: Menunjuk Tim P
T enyusun Renc : Tahun
Kes 2022 scbagaimana erIm?pnrmm Karjs Poméihe Doss (RKF 3
Kedod © Menugaskan Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud diktum pertama
1. Mempersiapkan kegiatan penyusunan RKP Desa.
e Menyusun jadwal dan agenda kegiatan.
e Mengumunkan secara terbuka kegiatan must
e Mengundang calon peserta.
o Menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
5 Melaksanakan kegiatan musrenbangdes RKP Desa sesuai dengan pedoman
yang berlaku. .
3. Melaksanakan kegiatan Pelembagaan hasil musrenbangdes sesuai dengan
pedoman yang berlaku.
4. Menyusun RKP Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan Y208
berlaku.

etiga a K ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
s b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan
ini, dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jatidrojog
. 04 Agustus 2021




Lampiray
Nomey Keputusan Kepala Desa Jatidrojog
Tanggy) 188/35/KEP/a13 306 52021
RNy, 04 Agustus 20
JABATAN —
NO| DALAMTIM | ___ NAmp JABATAN DALAM |
| penanggung Jawab | EDy HARTONG Sba LEMBAGA
gt W\*~~Lu ‘d;_ Kepala Desa
~Ketwa__ A RAHMA DHANINGE | is De
} : \ EL. | Sekretaris Desa A
Sekretans SUYANTO M—“JT( — m—
| = i R ————t etua LPM
-ndahara JOKO p — koo
4 j*E‘Ln z RASETYO Perangkat Desa
. | Anggota SAMI'UN, §. pq BPD
..;"{Anggota M. SUPOYO‘ HP KPMD
| Anet
7 | Anggota SRI ENDANG Dy AR W, PKK Desa .
A T Anggota YAYUK HANDAYAN] KPMD
3 | Anggota M. ARJI Tokoh Masyarakat
"{Mﬂ KASMADI Tokoh Masyarakat
lll/j Anggota NGATENO Tokoh Masyarakat




ERITA AR
penyusunan Rencang Kerla SYawaran De
wusyawarah Perencanaqy py ntah
!

RKPDogq e "8U0AN Dgen . "KPDOSa) Tahun 2022

DU.R 2 (Musren NgDesa) Daftar Usulan
. *hun 2023

itan dengan rencana Delak“n an Mug
p™ oring Kabupaten Lamongan a Yawara
14

arah p
dalam ry e di Jatidr Kecamatan
' Ngka p 0jog Kec
“\: pesa) Tahun 202_2' dan M"SV"Warah Perec *MWusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
W maka pada hari ini; Naan Pempy

Mbangunan Desa DU-RKPDesa Tahun

4 Tangsal * Rabu, 04 Agustus 2
el dar N PUkUl 09.00 B S/gz;le \|
M N
:n o : Balai Desa Jatidrojog Kecamatan k

.+ diselenggarakan Musyawarah Desa
::‘;Besa) Tahun 2022 dan Musy Fensunan i

‘ s avfarah Perecanaan p, Na Kerja Pemerintah Desa
X2, Yang d1h§d|rv oleh wakil elompo

embangunan Desa DU-RKPDesa Tahun

teri atau topik yang dibahas dalam Musyawarah |
:np inan Rapat dan Nara sumber adalah: N serta yang bertindak selaku unsur

A, Materi atauTopik
1. Pencermatan Ulang RPJMDesa
2. Evaluasi Kegiatan RKP Tahun
3. Mengid;ggﬁkasi dan Menyepakati Usulan Kegiatan yang akan dimuat dalam RKPDesa
Tahun

4. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2022

sebelumnya

8. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Drs. SUCIPTO, M. PD. dari  Unsur BPD
Sekretaris / Notulis * VEGA RAHMA DHANINCE L. dari  Unsur Sekretaris Desa
Narasumber : 1. ERMAWAN RIST, ANTO, AP dari  Unsur Camat Kedungpring
2. Drs. M. MAHBUB, MM. dari  Unsur Kasi PPM Kecamatan
Kedungpring

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas,
©uruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan bebera
tetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu:

. Telah dilakukan Pencermatan Ulang RPJMDesa

L Telah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan RKP Tahun sebelumnya

3. Telah diidentifikasi dan disepakati usulan kegiatan yang akan dimuat dalam RKPDesa
Tahun 2022

: Daftar Prioritas dan Anggaran yang akan dilaksanakan oleh desa Tahun 2022

" Daftar RKPDesa Tahun 2023

b, Daftar L::ln::m prm;a::n Kegiatan Pembangunan Kabupaten Yang Masuk Ke Desa
Tahun 2027

i
" Uaftar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 Tertampir

selanjutnya
pa hal yang




diambil secara musyawarah
Al

isaf

!

af

‘)
fakat, Aklamag) dan Pemungutan suara/voting.
erfta acara In\ dipya, dan isahkay, de

an bn sebagaimana mestiny,,

" jnaka

! RV

Pl

at
AN penyp 'angaungjawab agar dap

Jatldrojog. 04 Agustus 2021

&m

VEGA RAHMA DHANINCE L,

tujui

Mengetahui dan Menye

nan Desa DU-RKPDesa Tahun 2023,
n
Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpn'ng Kabupaten Lamonga
WW
Dsn. Janggol DA\ ’
Kl =

W “||5U e Dsn. Jati oL~
/”_ﬁ .

Dsn. Drojog
"UNUAN HADI SAPUTRO | _
s Dsn Drojog
Losmpuadlist 02 110

|

KASMAD
TASWAN




DESA JATIDRO,

HANINCE L.
A R
\1,6-

QVANTO

YUNI
DYAH WAH
NDANG

SRIE!

DAFTAR
NAMA - NAMA ¢
JKUTI MUSRE '
MEN(J511_~_~N‘NRANQEF(

T—

Ketua BPp

Ketua LPM

ALON D

UNSUR

Kepala Degy

Sekretaris Desa

Tokoh Perempuan

I,I'Z(.'/\Sl UNTUK
‘A

\1,\ TAN TAHUN 2022

JOG KF.('AMA'I'AN KEDUNGPRING

. KETERANGAN

. 202 .
Jatidrojog, 04 Agustus
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NOTULEN

DESA © JATIDROJOG
KECAMATAN © KEDUNGPRING

HARI/ TANGGAL RABU / 04 AGUSTUS 2021
TEMPAT * BALAIDESA JATIDROJOG
KEGIATAN © MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDasa
Tahun 2022 dan MUSRENBANGDESA DU-RKPDesa Tahun 2023

it 00k : 4 Kopaia dega Jahdrolq  bosetta Jalaron porarsient fa
o gqf"\‘ Cama} afant Yhry mewapivi  ( fap rPM oo~
5 Koba BPo den Anvsola
v e fua P, fPr, Pw
S TP ek, bloon , gury .
6 oty faruna, fryoh Mg ek T

p)

roleef

AN BN Lap Rfata fesa dabaroie | W/t mpatiomn &'ﬂphomn Moo p
v Akas fangeng O 1§ il Membafon Wpan B8 ifa
puraen QM- Aan (ﬂ"“‘g Sola S~ra cben Mroh ateloey
PO Prcbabon  Amos fabun o). don Gnkde fura Uniang an
A0 hadir  frste pesse M Gisa Menpegtlpon A “trrg  Manjoty
Aodas 5 dh .z, .
Samlston dar bapile comnd kossospiing vun, A leteoi Bapuie (Masd
Gotn (Sap fm ) beeamatan Betarvpriny . A dlas foms 4R Fim :
I Diroprn, oecarciin frvohorsa Bomp bana P [

M FPl cennd fpap pusu hasur
undoty cn (8

Canbafan ko AP Bpak fla vadsagen ag, Sayq hoemadfy
Qhrtapn  cuogm Mensrgun  ACarn (M PG Menohon e Slandh
o9 hader [ara Aesra ) Py Wemohea  UMub Matuntes St
~ Meahhah  UARe  Mepdoaban  Coctops = fale Mestah” o alioh $*aet9
W Mum'ﬂ"\ Ny Bl ulang  Seaf (1) Magtah " an  alioh
Mongbuitionn doa o ,Gertana. Mari klba Setate Gerhnks - hatks

' Bilantd Lk Suaf M pan Wat freemponn  Propico

- lamGury Sda unhie  Pancana pery, pal\wm"a'\ Rara

OVl - 19 beelurgunih l‘r&duf Porctangungn® nprasiruphur
ps Ao (horoioy  Lpq,




" . 9“ W (thf\ u“h\b P‘M"Q’w"“ coWA - " O n Mw M‘w.
s {\ g00! TOo Gt Giga g Ialegunalnn  Gisy & Masupan

UCuwlan
preaee ¢+ = Babnk e
o, e
b e Pr-1

& UM uberq deg
JM “‘V‘lhu a

! dega
ddlon rau.'u.o dcuunn SO Cnl e oy

5 &"&ﬂ.\bﬂ Pw W'Q"[&
L

(sl

VEGA RAHMA DHANINCE



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING

DESA JATIDROJOG

L Gotong Royong Momor - 01 Kade Pos 622712

DAFTAR HADIR

i
Agenda Kegiatan Musyawarah Desa ‘ Lokas!:

| Penyusunan RKP Desa Tahun 2022
| Dan Musrenbangdes DU-RKPDesa 2023

Hari/ Tanggal | Rabu / 04 Agustus 2021 | | Desa Jatidrojog
‘ 09.00 WIB 5.d. Selesal | Kecamatan Kedungpring
| Tempat Balal Desa Jatidrojog | | Kabupaten Lamongan
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2022

DESA JATIDROJOG

KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

ADD
asilan Tetap Kepala Desa Ds Jatidro 36,000,000
Tunja an Kepala !,"‘,‘Q—i ji_—* e Ds l.ﬂndmi(t:: 3.738.000 ll iz?) ﬂ\
] .""’“_"f",‘L‘J‘_"ﬂ'}ﬂ[‘“—ng‘-" —= Jatidrojog 196.558 800
A& _fTunjangan Perangkat Desa Ds. Jatidrojog 21.302.400 | ro )
s BPIS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 0s. Istidrojog 10.996.704 \ ADD J
: mmenauamnaan Kepala Desa dan Perangkat Ds. Jatidrojog 1.451.424 l ADD J
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, ; 6.000.000 \ AOD l
?_|Honor PKPKD dan pokd ) i b — |
Penyediaan Tunjangan BPD Ds. Jatidrojog 3900008 | J
Pe (o] | 2 P ADD
® I nyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan 08, Jatidrojog 4.000.000
Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) ADD |
10_|Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Ds, Jatidrojog 4950000 |
Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan
ADD
11 [Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok Ds. Jatidrojog 78.750.000
ADD l
12 |Operasional LPM Ds. Jatidrojog 2.500.000 ll A‘;D B
13 |Operasional PKK Ds. Jatidrojog 2.500.000 t - —
14 |Operasional Karangtaruna Ds. Jatidrojog 1.100.000
i Al
15 IPenyedinn Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Ds. Jatidrojog 6.072672\ DD )
16 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Ds. Jatidrojog 5.250.000 \ ADD \
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana Sason 60.000.000 \ oo j
17 . Jatidrojo *
Pandemi COVID-19 i ey l = !
18 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Ds. Jatidrojog 241.200.000
19 Penyelenggaraan Pc?syandg/Stunting (Mkn Ds. Jatidrojog 24.180.000 ‘ [>1]
Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) oo
20 iatan Operasional Mobil Sehat Ds. Jatidrojog 18.844.000 | L
21 |Pengelolaan Jaringan Internet Desa Ds. Jatidrojog 13.750.000 | bo
2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Ds. Jatidrojog 100.000.000 ‘ DD
Prasarana Olahraga
23 _|Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup Ds. Jatidrojog 8.000.000 0D
24 |Normalisasi Saluran Irigasi/PKTD Ds. Jatidrojog 17.530.000 DD
25 |Pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan Ds. Jatidrojog 8.815.100 DD .
26 |Rehab Gedung TK 75.000.000
27_|Rabat Beton JIn. Lingkungan Dsn. Janggol RT. 12 |psn. Janggol RT. 12 69.660.900 -
28 IRabat Beton Jin. Lingkungan Dsn. Drojog RT 04 Dsn. Drojog RT 04 89.500.000 00
Rabat Beton Jalan Poros Desa (Tlanak - Mojodadi
29 2 ( 0080l Noe: satidroion 50.000.000 BKKPD
30 _|TPT Jalan Poros Desa Ds. Jatidrojog 50.000.000 BKKPD
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%(S;:MATAN
HARI | TANGGAL
TEMPAT

DOKUMENTASI FOTO

JATIDROJOG

KEDUNGPRING

RABU / 04 AGUSTUS 2021

BALAIDESA JATIDROJOG RKPDess
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN @ hun
Tahun 2022 dan MUSRENBANGDESA DU-RKPDesa Tahu




